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have a very important role for a country, the main income of Indonesian
state itself also comes from taxes. At the end of August 2021, taxes had
donate 1.74% of all state revenues, however, tax revenues were still not
optimal. To push state tax revenues, the government proposes a tax
amnesty policy (Tax Amnesty). Tax Amnesty is the abolition of taxes that
should be paid by disclosing_assets and paying_a ransom as regulated in
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Law no. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. The General Purpose of Tax
Amnesty is carried out to withdraw "money" from taxpayers which is
allegedly kept secret in tax-free countries. The tax amnesty policy it will
give an impact with increase incoming money from taxpayers and increase
government capital that can be used for the welfare of the people and
balance the economy in Indonesia. The method used in this study is a
literature study research method. Based on the research has been done it
can be concluded that the tax amnesty policy in Indonesia still not running
effectively yet, but has a positive impact on the growht of tax revenue
Keywords : Tax, Tax Amnesty, and State Revenue JEL Clasification : K34;
M48 1. PENDAHULUAN Pendapatan utama negara Indonesia berasal dari
pajak yang digunakan untuk berbagai keperluan negara dalam rangka
pembangunan nasional. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal
1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang_oleh orang_pribadi atau badan yang_bersifat memaksa
berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016) menyatakan, pajak dapat
diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga
negara berdasarkan undang-undang, dimana atas pungutan tersebut
negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada warga
negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudtan dari kewajiban
kenegaraan serta peran dari wajib pajak untuk turut secara langsung
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan
negara dan pembangunan nasional. Pajak yang memiliki peran strategis ini
seharusnya mendapatkan perhatian penting dari masyarakat dan
pemerintah. Sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus mempunyai
prinsip manfaat (benefit principle) yaitu diharapkan manfaat lebih tinggi
dibandingkan pajak yang dibayar oleh wajib pajak serta pajak harus
mempunyai prinsip keadilan (equity principle). Sistem pemungutan pajak
di Indonesia menggunakan self-assessment system. Rilki (2018:85)
menyatakan bahwa Self Assessment System merupakan suatu sistem
pemungutan pajak yang_memberikan wewenang penuh kepada wajib
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan
melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Self assessment system telah
diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
Sistem pemungutan pajak seperti ini memiliki dampak positif dan negatif,
dimana kantor pajak tidak akan disulitkan dalam mengitung dan mendata
jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak namun disisi
negatifnya memberikan peluang untuk mengurangi jumlah pajak dengan
menekan beban pajak bahkan memberikan oknum melakukan pelanggaran
pajak dengan menyembunyikan atau tidak melaporkan objek pajak itu
sendiri. Tabel 1. Penerimaan Negara dalam APBN 2021 No Urian Jumlah
Presentase (%) 1. Pajak Rp 1.444,5 1,74 T 2. Pendapatan Rp 298,2 3,73
Negara Bukan T Pajak 3. Hibah Rp 0,9 T 69,13 Total Rp 275,09 Triliun 74,6
Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021 Pendapatan
pemerintah berasal dari beberapa sumber yaitu, pajak, pendapatan negara
bukan pajak, dan hibah. Namun berdasarkan data, pendapatan terbesar
diperoleh dari pajak. Pada akhir Agustus 2021 pajak telah menyumbang
1,74% dari seluruh penerimaan negara namun, penerimaan pajak masih
dinilai belum optimal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah,
salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka
menaikkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak adalah
kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Pengampunan Pajak (tax
amnesty) adalah penghapusan pajak yang_seharusnya dibayar dengan
cara mengungkap harta dan membayar uang_tebusan sebagaimana diatur
dalamUU No. 11 Tahun 2016 tentang_Pengampunan Pajak. Tax amnesty
dilakukan dengan berbagai penyebab, seperti banyaknya aktivitas
underground economy atau penggelapan pajak (tax evasion), pelarian
modal ke luar negeri (capital flight), rekayasa transaksi keuangan, serta
politik penganggaran untuk menghadapi kontraksi anggaran negara yang
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sedang terjadi. Sesuai dengan Undang_Undang No 28 tahun 2007 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak seharusnya
membayar hutang pajak berserta sanksi administrasi dan denda
keterlambatan pembayaran pajak. Tujuan umum tax amnesty
dilaksanakan ialah untuk menarik uang dari para wajib pajak yang
disinyalir menyimpan pendapatannya secara rahasia di negara-negara
bebas pajak, oleh karena itu pemerintah memberikan beberapa
kemudahan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program tax
amnesty. Kemudahan- kemudahan yang diberikan oleh pemerintah berupa
tarif pajak yang rendah dan adanya beberapa fasilitas seperti: a.
Dihapuskannya sanksi administratif, b. Ditiadakannya pemeriksaan pajak
untuk penindakan dengan tujuan pidana, c. Penghapusan segala pajak-
pajak yang terutang. d. Penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang
diperiksa. Implementasi perpajakan dalam pelaksanaannya di negara
Indonesia masih mempunyai permasalahan tersendiri. Pertama, kepatuhan
wajib pajak di Indonesia masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) masih besar (mencakup fungsi eksekutif, legislatif,
dan yudikatif) sehingga menimbulkan terjadinya ketidakadilan dalam
melayani hak-hak wajib pajak yang berdampak pada turunnya tingkat
kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan wajib pajak
kepada aparat pajak, serta berbagai aturan perpajakan yang dinilai rumit.
Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan Surat
Pemberitahunan Tahunan (SPT) menjadi salah satu hal yang berkontribusi
terhadap rendahnya penerimaan pajak. Jumlah pekerja sebesar 114,819
juta jiwa (pada tahun 2015), baru 27,571 juta jiwa yang telah terdaftar
sebagai wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain hanya 24,01% dari
potensi jumlah pekerja yang telah mendaftarkan diri sehingga masih

sistem administasi perpajakan (Pratama dan Mutiarin, 2019:33).
Beberapa penelitian telah dilakukan, seperti pada penelitian yang
dilakukan oleh Jamil (2017) tentang Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di
Indonesia menunjukkan bahwa penerapan tax amnesty di Indonesia
mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Berdasarkan
penelitian lainnya mengenai tax amnesty menunjukkan dampak negatif
akibat dari adanya kebijakan tax amnesty, Pratama dan Mutiarin (2019)
menyatakan bahwa kebijakan tax amnesty tersebut memberikan
keistimewaan kepada para pengemplang pajak dibandingkan dengan para
wajib pajak yang taat membayar pajak. Disamping itu, pada penelitian
yang dilakukan oleh Pravasanti (2018) tentang Dampak Kebijakan dan
Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia menunjukkan
bahwa implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang
untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis investigation amnesty.
Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk
meneliti kembali lebih mendalam berkaitan dengan efektivitas dan dampak
dari kebijakan tax amnesty bagi perekonomian di Indonesia. Urgensi dari
penelitian ini ialah menambah wawasan daripada wajib pajak untuk
melakukan pelaporan pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan
bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai
efektivitas dan dampak dari kebijakan tax amnesty itu sendiri. 2. METODE
PENELITIAN Metode yang_digunakan pada penelitian ini adalah metode
penelitian studi kepustakaan. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa, studi
kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah
lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang
pada situasi sosial yang diteliti. Penelitian dilakukan melalui analisis pada
kebijakan Tax Amnesty dan tingkat kepatuhan pajak serta penerimaan
pajak sebelum dan sesudah diterapkannya tax amnesty dan tingkat
kepatuhan pajak serta penerimaan pajak sebelum dan sesudah
diterapkannya tax amnesty. Bahan penelitian dan informasi berasal dari
data sekunder yang berasal dari penggalian informasi dari berbagai
sumber yang ada seperti media elektronik, penelitian terdahulu dan
lainnya. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Keterkaitan antara kebijakan tax
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amnesty dengan kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipisahkan. Hal ini
selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutasoit (2017) dengan
judul Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota
Palembang, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
tax amnesty terhadap kesadaran membayar pajak, tax amnesty terhadap
pemahaman peraturan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, dan
program pemberian tax amnesty terhadap persepsi yang baik atas
efektivitas sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Pengukuran
tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui melalui pelaporan pajak
yang dilakukan berupa Surat Pajak Tahunan (SPT), karena dengan
melakukan pelaporan sesuai tenggat waktu yang diberikan dapat
menunjukkan bahwa wajib pajak telah mematuhi undang-undang yang
berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.03/2007 tentang_Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam
Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib
pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib
pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai
berikut: a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b.
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, _kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh ifin mengangsur atau menunda
pembayaran pajak; c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau
lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan d. Tidak pernah
dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Rasio kepatuhan wajib
pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio
di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio
tersebut, diantaranya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya
jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan sebagainya (Ragimun, 2020).
Beberapa faktor yang dapat di simpulkan untuk dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak menurut Kurniawan et al. (2019): 1. Penerapan
denda pada kebijakan pengampunan pajak akan meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. 2. Wajib pajak dengan peluang di periksa lebih tinggi pada
kebijakan pengampunan pajak cenderung lebih patuh. 3. Kebijakan
pengampunan pajak sebaiknya dilakukan sekali saja 4. Tarif pengampunan
pajak yang rendah lebih disukai wajib pajak. Berdasarkan data APBN tahun
2021 mengalami pertumbuhan sebesar 9.39%. Artinya, adanya
peningkatan daripada pendapatan yang didapatkan pada tahun 2021 yaitu
sebesar 1.742,75 triliun rupiah. Sumber Data: Kementrian Keuangan
Peningkatan yang terjadi salah satunya dapat disebabkan oleh kebijakan
pemerintah dalam mengadakan tax amnesty. Berdasarkan dari penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Jamil (2017), didapati bahwa tingkat
efektivitas belum maksimal. Jika dilihat dengan seksama, selisih dari
perbandingan APBN tahun 2020 dengan 2021 tidak jauh berbeda, hanya
selisih 44,1 triliun rupiah. 2000 1500 1000 500 0 2009 2011 2013 2015
2017 2019 Realisasi Target Gambar 1. Perbandingan Target dan Realisasi
Pendapatan Pajak Dari Program Tax Amnesty (Data Diolah Penulis 2021)
Tabel 2. Growth Anggaran dan Realisasi APBN 2020 2021 APBN (triliun
rupiah) APBN REALIS ASI 1 SMT %THD APBN GRO WTH (%) APBN REAL
ISASI SMT 1 % TH D AP BN GRO WTH (%) Penerima an Perpajaka n
1.698, 65 810,72 47,73 (9,82) 1.742, 75 886,87 50,8 9 9.39 Berdasarkan
dari grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2009 realisasi yang
didapatkan untuk memperoleh pendapatan negara yang bersumber dari
pajak belum pernah mencapai ataupun melampaui target yang diharapkan
pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dari kebijakan tax
amnesty belum optimal. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terjadi
penurunan baik dari target maupun pada total realisasi pendapatan pajak
yang diterima. Anitaria (2018) menyatakan bahwa evaluasi program
pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016 belum terpenuhi
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dan penerimaan retripariasi tidak mencapai target. ini didukung dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh Supraja (2020) yang menyatakan
bahwa berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan mengenai
efektivitas pelaksanaan program tax amnesty mampu memberikan
tambahan penerimaan pajak yang pada gilirannya dapat berdampak pada
capaian efektivitas penerimaan pajak, namun hasil dari pelaksaan tax
amnesty tidak memberikan dampak sepenuhnya terhadap efektivitas
penerimaan pajak yang diperoleh KPP di Indonesia. Tax amnesty
memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari
kebijakan tax amnesty sebagai berikut: 1. Meningkatnya penerimaan
pendapatan kas negara. Berikut adalah grafik dari tahun 2009 hingga
2020. Realisasi 1500 1000 500 Realisasi 0 200920112013201520172019
Gambar 2. Penerimaan Pendapatan Pajak Dari Program Tax Amnesty (Data
Diolah Penulis 2021) Dari grafik diatas menunjukkan bahwa adanya
peningkatan dari tahun ke tahun penerimaan pendapatan dari pajak,
namun pada tahun 4 tahun terakhir ada beberapa faktor yang
mempengaruhi naik turunnya pendapatan yang bersumber dari pajak
seperti, ekonomi, politik dan overmacht (keadaan memaksa) seperti
bencana alam. 1. Mencegah tindakan kecurangan pelaporan pajak
sehingga tidak membebankan wajib pajak yang melaporkan dan
membayar secara jujur. 2. Potensi penerimaan APBN Indonesia menjadi
bertambah dan berkelanjutan, APBN yang berkelanjutan membuat daya
belanja pemerintah semakin besar. Yang berdampak positif pada program
pembangunan pemerintah yang berguna bagi masyarakat. 3. Dapat
meningkatkan kesadaran akan kepatuhan dalam melaporkan pajak.
Meskipun tax amnesty membuat peningkatan wajib pajak, namun hal ini
tidak berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak. Pravasanti
(2018:89) implementasi kebijakan seringkali gagal diterapkan (unsuccesful
implementation) dikarenakan adanya keterbatasan administrasi, ekonomi
dan politik. Adapun dampak negatif dari kebijakan tax amnesty sebagai
berikut: 1. Berpotensi mengurangi kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak,
karena dengan adanya tax amnesty wajib pajak diberikan kelonggaran
hukuman akibat pelanggaran yang telah dilakukannya sehingga cenderung
memberikan sikap menyepelekan pelaporan pajak. 2. Menimbulkan rasa
ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat dan jujur dalam melakukan
pelaporan pajak. 3. Mengharuskan pemerintah dalam penerapan tax
amnesty dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan jujur. Sehingga
tax amnesty dapat diberlakukan untuk semua orang, tidak hanya untuk
kalangan tertentu saja. 4. Memiliki harapan yang tinggi dari tax amnesty
dan akan menjadi kebiasaan (Permana, 2020) 4. KESIMPULAN
Berdasarkan dari penelitian yang telah di lakukan dengan menggunakan
metode penelitian studi kepustakaan, tingkat efektivitas pada kebijakan
tax amnesty berdasarkan pada data tahun 2009-2020 belum bisa berada
pada titik optimal, karena realisasi penerimaan pendapatan pajak selalu
kurang dari target yang diharapkan oleh pemerintah. Namun berbanding
terbalik dengan dampak yang diberikan, dengan adanya tax amnesty
berdampak positif bagi peningkatan penerimaan pendapatan negara.
Berdasarkan pada data APBN tahun 2021 menunjukkan bahwa pendapatan
negara yang bersumber dari pajak mengalami pertumbuhan sebesar
9.39%. Artinya, adanya peningkatan daripada pendapatan pajak pada
tahun 2021 yaitu sebesar 1.742,75 triliun rupiah, walaupun hasil dari
selisih perbandingan APBN tahun 2020 dengan 2021 tidak jauh berbeda,
hanya selisih 44,1 triliun rupiah. 5. UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih
kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tuntunan, hikmat, dan kasihnya
sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa kami
berterima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung
dengan memberikan kontribusi berupa waktu, upaya, dan tenaga yang
telah diberikan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Semoga yang
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1. PENDAHULUAN

Pendapatan wiomi negam Indonesia berusal
dari pajak yang dipunakan untuk berbagat keperluan
negum dalam mngks  pembangunon - masional.
Besdasarkan UL KUF Momor 28 Tahun 2007, pasal
1, wyat 1, pengertian pajak adalah konotribusi wajib
kepuda negare vang terutang oleh omng pribedi atay
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
wndang, dengan tidok mendopatkan mmbalan =ecara
langsung dan digunakan uniuk keperfuan negara bagi
schesur-besarnyn kemakmomn rakyat.  Mardiasme
(2000) menyatakan, pajak dapat dianikan sebagai
pungutan yong difukukan oleh negam kepado worga
negim  berdasarkan  undang-undang, dimana ofos
pungutan  terseban pegass  tidak o memberikan
Kemtmaprestasi secars langsung kepada warga negara
Pembayaran  pajak  merupakan  perwujudian dar
kewajiban keneguraan sertn peran duri wajib pajk

untuk  twrut secara langsung bersema-sama
melaksanokan  kewajitan  perpajukan untuk
pembiayvian MR dun pembangunin

nostopul. Papk yang memiliki peran strateges ini
scharusoys  mendapatkan  perhatian  penting  dari
masyirakat dan pemerintah, Sistem pugak yang ideal
bagh suat negara hams memponyss prinsip manfa
(henetis principle) vaitw dibampkan manfam lebih
tinggi dibandingkan pajuk vung dibayar oleh wajib
pajak sema pajak harus menpunyai prinsip keadilan
leguity  principle),  Sistem  permungutan pajuk  di
Indonesia  menggunakan  sedfoeiedoment  syiem.
Rizki (20018:85) menvidakan buhwa Self Assessment
Svaten merupokan suatn sistem pemungutan pajak
vang mermberikan wewenang penuh kepada wajib
pujuk  untuk  menghitung,  memperhitungkan,
menvetorkan, dan melaporkan sendird besarmya utang
piguk. Seff assessmanr systern telah diotar dakam
pasal |2 Undang-Undang  Ketemuan Usnium
Perpajakan. Sistem permunguian pajak  sepeti b
memiliki dampak positit dan negatif, dimana kontor
pajak tidak akan disulitkan dabam mengitung dan
menditn jumlah pajak vang sehumsnya dibayar aleh
wiajib pajak namun disisi pegatifnya memberikan
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peluang unuk menpurangi jumiah pajak dengan
menckan beban pujok bahkon memberkon oknum
milakukan pelanggaran rajak dengan
menyembunyikan atau tidek melaporkan objek pajok
i sendiri,

Tabel |, Penerimain Negora dalam APBN

Mo Urlan Jumlah Presentase
. s L)
1. Pajak Rpl4dds 174
'r A e
2. Pendapatam Rpzs2 373
Megara Bukan T
Fajak
3. Hibah RpOOT @03
Total Rp 27509 746
Triliun

Sumber; Kementrian Kevangan Repuhblik
Indnnesie. 2021

Pendupatan permerintah berusal dari beberapa
sumber vaitu, pajak, pendapatan negarn bokan pajak.
dan  hibah, Momun  berdasarkan data, pendapaton
terbesar diperoleh dari pagik. Pada akhir Agusius
2021 pajak telah menyumbang 1.74% dasi seluruh
PERETIMLAN NEgar namum. penerimann pmijak masih
dimilai belum  optiosal.  Berbapai  upaya  telah
dilukukam oleh pemerintab, saluh sam kebijakan yong
tebah dikeluarkan oleh pererintah dalam rangka
menaikkan penerimaan pendapotin yang bersumber
dari pajak wdatah kebijpkan pengampunan pajak (ay
cumenesiy), Pengampunan Pajak (rex amnesiy) dalah
renghapusan pajak yung seharusnya dibuwyur dengan
curs mengungkap harta dan‘iembayar uang ebusen
sebugaimina diotar dulam UL Mo, 11 Tahun 20006
tentang Pengampunin Pagik. Tax ammesty diliakukan
dengan  berbagai  penyebab, sepeni hanyaknya
aktivites - pedergropnd econormy otan pengeelapan
pajak (fax evacion), pelarian modal ke loar megeri
Loaitedd fTightd, rekayasa transaksi kevangan, sertn
politk pongangguran untuk menghadupe kontraksi
anggaran negam yang sedang terjadi.

Sesuni dengan Undang Undang No 28 tahun
AT entang  ketestuan umum  dan tata cara
perpajakon,  wajib  pajak  schorusnya membuyar
hutang pajak berserta sanksl slminkstrast dan denda
keterlambatan pembayiran pajak. Tujuan amum fey
enmeraesiy diliksanskun lakah unfuk menarnk vang dari
para wijib  pajak  vang  disinyulic menyimpan
rendapatannya secara mhasian di negam-negara belsis
pajak, obkeh karena b pemerintah  memberikan
bebempa kemudihan kepada wjib pajak yong ingin
mengikih  progeam iey amtesry.  Kemudahan-

kemudaham vang diberikan obehi pemserintah berupa

tarif pajak yang rendah dun adanya beberapa fosilits

seperti:

i, Dihapuskannya sanksi admimistratif,

b, Ditiadokannya  pemeriksaan pajak
peitindakan dengan tujuan pidana,

£, Pepghapusmn segala pajak-pajak yung terutang,

d.  Pepghentian  perseriksaan pajak  bagl  yang
sedang diperiksa,

untuk

Irnplenentas perpajakan dalam
pelaksamaannya i negara  Indonesia  omsih
mempunyal  permasalahan tersendiri,  Pertama,

kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah.
Kedua, kekuasuan Direktorat Jenderal Pajak (IHP)
s besar (mencakup fungsi eksekutif, legislatif,
don yudikatify sehingga  menimbulkan  terjudingn
ketidokidilan dalam melayani hak-hak wajib pajak
vang berdampak pecla wrunoyva tingkat kepamhan
witjib pajok. Ketiga, mosih rendahnva kepercayaon
wijilh pagak kepadi aparat pajak, sertn berbagai
muran perpiekan vong dinilai ramit. Rendichnyn
kepatuhan wajib  pajak unuk  melaporkan Sura
Pembentahunan Tohunan (SPT) menjudi saloh satu
hal  yang  berkontribusi dethadap mendahnyo
penerimaan pajak. Jumlah pekegu sebesar 1I4R19
juta jiwn {poda tobun 2005), baru 27571 juta jiwn
vihg telah terdaftar sebagar wajib  pajak  omang
pribishi, dengan kota luin hanya 2401% duri potensi
jumlah  pekerja vang  elah  mendaflades din
sehingga masih texdapat potensi sekitar 87 juta Wajib
Pajak vong belum terdaftar dalam sistem administasi
perpajakan (Pratama dan Mutian, 2009:33).

Beberape penelitian felah dilakukan, seperti
pada penelitian yang dilakukan oleh Jamil (2017)
tentung  Efektivitas  Penerapan  Tar  Ammesiy di
Indopesin  menunjukkan  bahwo  penempan sax
amuesny di  Indopesia mampu meningkatkan
elektivitas penerimoan pijak, Berdusarkan penelition
Lainnya mengenal fax gpwiesry menunjukkan dampak
negatif akibod dari adimya kebijukan tay ammesty,
Pravumi dan Mutiarin {2009 menyatakan Babwa
kebijokun  pax  mwresty  tersebut  memberikon
keistimewnan  kepada  parn pengemplang  pajok
ditandingkan dengan para wajib pajak vang tam
membayvar pajak. Disumping ite, pada penelition
wang dilakukan oleh Pravasant (2008} tentung
Dumpak Kebijakan dan Keberhasilun Ty Aresny
Bagi Perckonomian Indonesia menunjukkan Babwa
implementasi pengampunan pajak  di 0 Indobesia
memiliki peluang untuk berhasil  dilak=apukon
dengan femts frvesigalion ammesy.

Berdusurkan  puda peneliian sehelumnya,
penelitian il bertujuan untuk menelit kembali kebih
mendalam berkaitan dengan efektivitas dan dampak
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darl kebijakan fer ewneity bagi perekonomean di
Indomesin, Urgensi  dori  penelitian  ini aloh
menambal wawasan dasipada wajih pajak untok
melakukan  pelipormm pajak sebagai bentuk
komtribust  kepadi pepam dan bagi pemerintah
diharapkan  dapat  menjadi bahan  periimbangan
mengeniti efektivitus don dampok dari kebijukon sy
sty i sendir.

1. METODE PENELITIAN

Metode wang digunakan pada peneliian i
adolah  metode  penclifion  studi kepustakaan.
Sugiyeno (2002 menyatakan  bahwa,  smdi
kepustakaan memupakan kajian teoritis, referensd serta
literatur  ilmiah  Jainnya  yang  berkaitan  dengan
budaya. niksi dan pomsa yang berkembang  pada
situnsi o sosial  yong  diteliti, Penefition dilakukon
melahui analisis pada kebijakan oy Ameesry dan
tingkat keputuhin puok serfn penerimaon  pajak
sebelum dan sesudab diteraphannya re amresry dan
tingkai kepatuban pajak sera penerimsaan  pajak
sehelom dun sesudab diterapkannyi far aeuresty
Bahan  penelitian dan informasi berasal dari data
sekunder yang berasal dari penggalian informas dari
terbazal sumber vang ada seperti media elekronik,
penelitian terdahuly dan lalnayi.

X HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan antara Kebijakan ey amsessy
dengun  kepatuhun  wajib - pajok  tidok  dopat
dipisahkan. Hal ini selaras dengan penclitian yang
dilakukan oleh Hutasoit (20071 dengan  judul

Pengaruh Tiax Amnesry Terhadap Kepamhan Wajih

Pajak Di Kota Palembang, menunjukkan babwa

terdapat pengamih yang signifikon antarn tay arsesn’

terhadap kesadaran membayar pajak. rav amsiesy
terhadap pemahaman perataram sistem achmimistrasi
pempajakan di Indonesia, dan program pemberian fay
armmesty terhadap persepsi yang baik atas efektivitas
shstem adminisirasi perpagakan di Indonesia:
Pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak
dupat  dikefahui melali  pelaporan  pajuk  wang
dilakukan berupa Surat Pajak Tahunan (SPT), karena
dengn melakukan pelaporan sesuni tengemt wakiu
vang diberikan dapat menunjukkan bahwa  wajib
pitjuk telah mematuhi undung-undang vang berfaka

Berdmsarkan Peraturan Menteri Keoangan Momor

19XPME 032007  tentang Wajib  Pajak  dengan

Kriteria  Tertentu  dalam  Rangka  Pengembalion

Pendahuluan Kelehihan Pembayaran Pajak. wajib

pak  dengan kriteria  lerentn vang  selanjutnyu

disebut selagai wajib pajak patuh adalalh wajib pajak
vang memwenubi pergyaratan sehagal berikul:

n. Tepat waktw dulum  menyampaikan  Surat
Pemberiiahuan,

b, Tiduk mempuryal mggakan pajak untuk semun
jenis pajak, kecuali wnggakan pajak yang telah
mempersleh izn mengangsur atay menunghi
pembuyaran pajak:

¢, Laporan kevangan diasdit oleh Akuntan Puldik
wtaw lemboga pengawason keuangan pemerintah
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
selama 3 (tiga tahun berturat-turt; dan

d. Tidak pemah dipidana karena melakukan tindak
pidina i bdang  perpajakan berdasarkan
putusan - pengadifan vang  telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka wakiu 5
(lima} tahon terukhir,
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Rasio kepatuhan wajib pajak di Indoncsia masih
tergolong rendah jika dibandingkon dengun msie &
negass-negara maju. Banvak ko vang
menyehabkan rendohnya msio fersebut, dintaranya
rendahnya  tingkt  kesadoran masyarakot  dalem
melakzanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan
pajak, minimnyn jumbah fiskus stau pemeriksa pajak,
dan sebagainyd (Ragimuon, 2020). Beberapa faktor
yang dapmt di simpulkan untuk dapast meningkatkan
kepuiuhan wajib pajak menunt Kumiswan er ol
{2019
I, Peperapan denda pada kebijokan pengampunan

pajak  akan  meningkatkan  kepauhan  wanib

pujuk.

2, Wajib pajak dengan peluang di perikss lebih
tinggi pada  kebijukan  pengampunan  pujuk
cenderung lebih patuh,

3. Kebijakan  penpampunan pajak  sebaikoya
dilakukan sekali saja

4, Tarf pengampunan pajak yang rendah lehih
di=ukai wajib pajuk.

Berdasarkan data APBM wahun 2021 meagalami
pertumbuhan  sebesar 939% Artmya,  adanya

peningkaton daripada pendapatan vang  didapatkan
pada tabun 2021 svait sebesar 174275 tnliun
rupiah

Tabel 2. Growth Anggaran dan Realisasi
APBN

10 )
AP -
itk | REAL || ke mEAL [ T | GE
rapeby | AP | asiE g | WU [ APEK | sam | B | wim
| =T : ) CYRET T I It
| ax
|
Peasrinn |
& [ g g g | 2w L | o
popin | wnz i1 BT B e . A
|

Supber Data: Kerentrian Keoangan
Peningkatan yang terjadi salah satanya dapa
dischabkun  oleh  kebigkan  pemerintah dalam
mengadakan e ameesny. Berdasarkan dard
penetition sebelumnya yang dilakukan obeh Jumil
(217}, didapati bahwa tingkat efektivitas  belum
raksimal . Fika dilihat dengan seksama, selisih dan
perbandingan APBN tahun 2020 dengan 20210 tidak

Jjauh berbeda, hanya selisik 44,1 triliun nopiah.

2011
013
015 |
W17
2019

:

Carnbar 1. Perbandingan Target dam
Realisasi Pendapatan Pajak Dari Program
T Amnesty (Data DMolah Penulis 2021
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Berdasarkan dari erafik diatas
menunjukkan bahwa dori fohun 2008 mealisase vang
didapatkan untuk memperoleh  pendapatan negara
yang bersumber dan pajak belum pemah mencapai
atpupan melompoui target wvang dibarapkon
pererintah. Hal ink menunjkkan bahwa efektivitas
dari kehijakan fov ammesty belum optimal, Pada
tabun 27T menunjukkan bahwa terjadi penurunan
baik  dan  forget maupun  poda tedal  realisasi
rendapatan pajak yang diterima. Anitaria (20018
menyatakin bahwa evilugst program pengampun:a
pajuk pade  pericde pertama twhun 2006 belum
terpenubii dan penerimain reteiparast tdak mencapai
targed, ini didukung depgan pencliion vang teloh
dilakukan oleh Supraja (20200 yang menyatakan
bahwn berdasarkan hasil analisis deskriptif yong
telah dilakukan mengenai efektivitus  peluksanaan
PEOZELN KT sy mampo memberikan tambahan
penerimuan pajak  yang pada  pilironys dap
berdampak  pada capaian  efektivitas penerimaan
pajuk, namuan hastl dari pelaksaon fax ameesty tidok
memberkan dampak sepenuhoya ierhadap efelivits
penerimuan pajik yang diperoleh KPP di Indonesia

Tax amnesty memberikan dampak positif dan
dampak negatif. Damgak positil dard Kebijakan iy
cnesty sehagai berikut

|. Memngkatnva penenmaan  pendapatan kas
negari, Benkut adatuh gralik dan tabun 2008
hingga 2020,

Realisasi

=#—FRealisas)

1} i B L T L et |
2009201120132015201 72015

Garmbar 2. Pererimaan Pendapatan Pajak
i Program Ty Amnesn (Data Diolah
Penulis 20211

Dari grafik diatas  menunjukkan behwa  adanvi
peningkiton dan @hun ke tahun penerimasn
pendapatan dan pajak, namun pada tabun 4 mhun
terakhir ada beberapa fakior yang mempengaruhi
nitik turunnya pendapitin yang bersumber dari pajok
sepert, ckonomd, politk dan oversiock (keadaon
menaksi) sepertt bencuna alam,

I, Mencegah tindakan kecurangan pelaposan pajak
sehingzn tiduk membebankan wajib pojak yang
mmeiporkan dan membayar secara jujur.

2. Potensi penerimaan APBMN [ndonesia menjadi
bertambah dan berkelanjutan, APBN  yang
berkelanjutan membuat dava belang pemeriniah
semukin besar. Yung berdampak positif pada
program pembangunan  pemerintah yang
berguna bagi masyarukd,

3. Dapat menimgkatkan kesadamn akan kepatuhan
dalam melaporkan pajak. Meskipun tay anwiesny
membust peningkatun wajib pujuk, namun hal
imi tidak berbanding lums dengan peningkatan
penerimaun pijuk,

Pruvazanti (20018:89)  implementast  kebijukan
seringkali gagal diterapkan Lensnecesiil
implemeniarion}  dikorenakan  adanya keterbatasan
administrasi. ckoromi dan pelivk. Adapun dampak
negatif don kebijukon tay aomresty sehigni berikut:

|. Berpotensi  mengurangi  kesadaran  dan
kedisiplinin wajib  pajak, karena dengan
adanya fer ey wajih pajuk diberilan
kelonggaran  hukuman  akibat pelanggaran
vang lelah dilakukannya sehingga cendemimg
merberikan sikap menvepelekan pelaporan
pujick.

Mhenbmbulkan rasa ketidakadilan bagi wajik

puiak yang toat dan jujur datam melokukan

pelaporun pagak.

3. Menghanskan pemerintah dalam pencrapan
fer ARRESTY difuksanakan dengan
pengawasan vang ketat dan jujur. Sehingga
teen amresty dapod diberbakukon untuk semun
orang, tdak kanvi untok kalangan tementu
s,

4, Memiliki hampan yang tinggi dari fax
amuesty  dan akan menjadi | keblasaan
(Permana, 2020}

[
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4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian vang welah &
lakukan dengan mengpunakan metode  penelition
stude kepustakaan, tingkar efekivitas pada kebijakan
fevv enmrenty berdasarkan pado data tahun 2008-200200
bebupn bisa berada pada titik optimal, karena realisasi
pencrimaan pendapatan pajak selalu kumang  dari
target ving dibhumpkan oleh pemerintah, Mamun
berbanding terbalik dengan dampak yang diberikan,
dengan adanya tav aeresiy berdampok positif bogi
peningkatan penerimssan pendapatan  negara.
Berdasarkon  pada  data APBN  tahun 2021
menunjukkan  balvwa  pendapatan  pepara  yang
bersumber  dari pajak  mengalami  pertumbuban
sehesur 9.39% . Antinya, adanya peningkatan danipada
pendapatan pajak pada sabun 2021 waitu sebesar
174275 trikiun mpiah, walbupun hosil dari selisih
perbandingan APBMN mbun 2020 dengan 2021 tidak
jauh berbeda, hanva selisih 44,1 trilion mpiah,
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Terima kasih kepody Tehan Yang Maha Esa
karena tuntunan, hikmat, dan kasihnva sehingea kami
dapat menyelesaikan penelitian ini, Tidak lupa kami
berterima kasih kepoda semaa pihak vang membanto
dan mendubung  dengan  memberikan  kostribusi
berupa wokm, upaya. don tenagn yang o telah
diberikan dalam kegtatan penelitian vang dilakukan.
Semogn yoang kuwmi telith dapat berguni bagi khalayak
wmum dan hampannyi penelition. yang kami telah
lakukan dapet difanjutkan dengan Jehib rinei dan
menghakum di kemudian hari,
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